LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

Nomor : 12 Tahun 1994 ; Serie : D § No, 11 .

FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MACELANG
NOMOR 4 TAHUN 1994

. TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT MAGEIANG

Menimbang : 2. bahwa beedasarkan tuntutan perkembargan Fe
mari:rbahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
Struktur Organisasi dan Tata Kerjz Parfar
tahan Kelurahan yang berlaku selama ini di
pandang sudah tidak memadai lagi ;

'b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pemc
rintahan, pembangunan dan kemasyarakatan -
maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1561
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

© Pemerintah Kelurahan, perlu ditinjeu kesbs

1li guna diadakan penyesuaian seperlunya ;

c. bahwa mengingat ketentuan-ketentuan yanrg
berlaku dari Pemerintah atasan, maka penye

suaian tersebut perlu dituangkan dalam Per
aturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang=undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pocok~pokok Pemerintahan di Daerah ;
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2. Undang=undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Peme
rintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae
rah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah

3. Undang=undang Nomor 5 Tahun Ilé??-" tentang E;e:ﬁérintah
an Desa ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia MNomor. 55 Ta .
hun l_‘-?Bq tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan
Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1920
tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Pewat.uan -
dan Penghapusan Kelurahan :

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 'i'ah;}n 1981
t.errtang Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan
dalam Kelurahan 2

y Paratwan Menteri Dalam Negeri Hnlnur 6 Tahun 1983
tentang Pergawasan atas jalannya penyelenggaraan Pe
merintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;

8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984

tentang Hak Wewenang dan Kewajiban Kepala Desafl(epa .
la' Kelurahan sebagai Pimpinan Pemrmt.ahan Desa/ Pe

.~ merintahan Kelurahan j;
9. Peraturan Menteri Dalam Négeri Nomor 6 Tahun 1984

tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pem
berhemtiam Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1986
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam
' Negeri ; : '
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11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Ta
hun 1988 tentang Prosedur Penetapan Pro-
duk=produk Hukum di lingkurgan Departemen
Dalam Negeri ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 115
Tahun 1991 tentang Pedoman Organisagi dan
Tataker ja Pemerintah Kelurahan j

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991

Dengan persetujuan Dewan Perwak:.lan Rakyat Daerah Kzbups-
ten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

PEHETAM PERATURAN DAERAH I(ABUFJ'&TEH DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I,
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang ‘dimaksud dengan 1

a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting
kat II Magelang }

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dgersh
Kabupaten Daerah TLTM II Hagelang H

¢. Daerah adalah Kabupal\en Daerah Tingkat II Magelang ;
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d. Camat adalah Camat di Wilayah Kgbupaten Daerah Ting
kat II Magelang ;

e. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang dit.dmpat.i oleh
se junlah perduduk yang mempunysai O ganisasi Pemerin
tahan terremdah langsung dibawah Camat, yang tidak

berhak menyelenggarakan rumah tongganya sendiri dan
berada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage

lang j

f. Pemerintah Kelurahan adalash Pemerintah Kelurahazn di .
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang melakszns
kan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerin -—
tahan yang terrendah langsung dibawah Camat ;

g. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurzhan di Wilayzh
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

h. Lingkungan adalah bagian Wilayah dalam Kelurzhen ¥E
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintchen
Kelurahan ;

BAB 1II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada
langsung di bawah Camat dan bertanggung Jjawab Kepe
da Bupati Kepala Daerah melalui Camat ;

(2) Kelurshan dipimpin oleh searang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Kelurshan mempunyai tugas melakukan penyelenggara
an Pemerintshan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam’
rangka penyelenggaraan urusan pemerintehan umum dan -
urusan Pemerintahan Daerah di Wilasyahnya.
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Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peratur
an Dacrah ini Kelurahan merqpumrni fungui :

a. Melakukan Koordinasi terhadap jalannya Pemarint.ahan Ke
lurahan, pelaksanaan pemban.gumn dur; pembinaan kemasya
rakatan j

b. Melakukan tuges dibidang pembangunan dan rpembinaaff kema
syarakatan yang menjadi tenggung jawabrya ;

¢. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan pertisipssi -
dan swadaya gotong royong masyarakat j

d. Melekukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman
dan ketertiban wilayah ;

e. Melakukan ihrgsl-fu.ngsl laln :,rang dilimpahkan kepada Pe
merintah Kelurahan.
SEUAL st o M TIE
BAGIAN PERTAMA
POLA DAN SUSUNAN ORGANISASI

; - Pasal 5
(1) m'ganiﬂasi Pmarint.nh Kelurahan dit.eta;i(an Pola Minimal

(2) Kelureshan sebageimana dimaksud ayat (1) Pesal ini ialah
Kelurghan Muntilan, Secang, Sumberrejo, Sawitan don Ke
lurahan Mendut,

vt Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal -
terdiri dari @

2. Kepala Kelurahan j

s l-i h_.-F
d g
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b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dori 3 (tiga) Urus
an

c. Lingkungan terdiri dari 2 (dua) Lirgkungan ;

d. Kelompok jebaten furgsionsl.

(2) Bagan Struktur Orgenisosi Pemerinteh Kelurzhen Pols
Minimal sebagaimana tersebut dalam lompiran Perctup<
- an Daerah ini.
BAGIAN KEDUA

SEKRETARIS KDLURAHAN
Pasal 7

(1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berasds
dibawah Kepala Kelurahan ; |

(2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Seiretz
ris Kelurahan.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membontu Ke
pele Kelurghen dibidang pembincan administrasi deon mes—
berikan pelayenen teknis administratif kepada seluruh -

perongkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 9

Untuk melcksanakan tuges tersedut peds Pasal 8, Pe
raturen Doersh ind, Sekretariat Kelurahan mempunyel -

furgsei :

a, Melokukan Koardinpgsi terhodep kegiatan yong dilaku =
kon oleh Perangkot Kelurahen j

b. Melakuken pengumpulan, mengevaluasi data dan perumus
an serte petunjuk untuk keperlucn pembinoan penye -
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lenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan
dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;

c. Melakukan pemantauan terhadep kegiatan penyelenggaraan-

tugas umum pemerintahan, pembengunan dan pembinaan kese
jahteraan raokyat j

d. Memberikan pelayanan kepada masyarckat dibiderng pemerin
tahan dbn kese jahteraan ;

e. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tang-
ga, parlengkapnn dan menyusun laporan serta memberikan
pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh pe -
rangkat Pemerintah Kelurahan ; l

f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Kelurahan. |

Pasal 10

(1) Sekretariat Kelurahan terdlrl :

2e Urusc.n Pemar:.nt.ahan 3% ATy
b, Urusan Pembangunan j;
¢. Urusan Unum, -

s

(2) Hasing—masmg urusan dip:lmpln olch seorang Kepala Urus
an. .

sl

“Pasal 11
Hrusan Pemerintahan mempunyai tugas :

s 3 4
a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevalugsi data dibideng
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;

b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinpan wilaysh dan
‘masyarakat ; A

c.-Melakuken pelayanan kepada masparakat dibidong Pcmerin
tahan ketentraman dan katart-ibun i i
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d. Membantu tugas-tugas dib:l.deng pemungutun 'Pa;laﬂ-: Bumi
dan Bangunan (FBB) ; '

' e. Membantu pelaksanaan dnn pengawnsan Pemilihan Umum
(PEMILU) ;

f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagraria
an sesuai dengan Peraturan Perundnng«-urﬂangan yang
berlaku ; - . ?

g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban ma~
syarakat ;

h. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi per-
tahanan sipil ;

i. Membantu pelaksanaen pengawasan tcrhadap pemyaluran
hnnt}lan kepada masyarckat serta melakukan kegistan—
pengamanan akibat bencena alam den bencana lainnya.

j« Membantu dan mengusahakan kegiatan yeng berkaiten -
dengan pembinaan kerukunan warga ; -

k. Mengumpulkan bahan dcx_'l menyusun laporan dibidang- pe
merintahan, ketentraman dan ketertiban ;

1. Melakukan tugos-tugas lein yang diberikan oleh Se —
kretaris Kelurahen.

Pasal 12

Urusan Pembengunan mempunyai tugas (-

" a. Mengumpulkan, mengolah dan mengovalhasi data dibi -
dang perckonomian, pembongunon dan knsajahternun -

- rckyat |

b. Melakukan kagiia'tnh'.pembinann ‘terhadap -perkoperasian
pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian -

la a dalam r oA i
k: im.‘ir; A nkgnskn meningkatkan kehidupan perek
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c. Melakukan pombincan dalam bidang keagamaan, kesehatan
= keluarga berencans den pendidikon mesyarakat ;

d. Melakukan pelayanan kopada masyarckat dibudang percko
nomian, pembengunan dan kese jehterasn rekyat

e« Melakukan kegiatan dalam rangke meningkatkan swadaya-
" dan pertisipasi masyarckat delam meningkatken pereko-
nomian dan pelaksanaan pembangunan ;

O f. Membantu peémbinaan koordinasi pelaksanazn pembangunan
sorta menjaga dan memelihara prasarana dan sarzna fi
sik di lingkungan Kelurahan j

g. Melakukan administrasi perckonomian den pembanguncn -
di Kelurzhan ;

h. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalzm -
rangka musyawarah Lembage Ketahanan Masyarakat Desa j;

i, Membontu mengumpulken dan menyalurkan dana/bantusn
terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;

je Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinoan Ke
se jahteraan Keluarga (FKK), Karang Teruna, Pramuke -
dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;

k. Membina kegiatan pengumpulan zekat, infaq dan shoda -
qoh j '

1. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merch In-
donesia (PMI) ;

m. Mengumpulkan bahan den menyusun laporan di 'b.idang per
ekonomiaen, pembangunan dan kese jahteraan rekyat ;

n. Melakukan tugas-tugas lain yeng diberiken oleh Sekre-
- taris Kelurahan.
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Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

Qs
b.

Ce

d.

Melckukan administrasi Kepegawoian ;
Melakukan cdministrasi keuangen ;

Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurah
an ; !

Melakukan urusan rumah tangga ;

e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upsca

f.

ra ;

Melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;

g. Mengumpulkan bahan dan-menyusun laporan Pemerintah -

Kelurchan ;

h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekre

tEI’iEI Kelurahan.
~ BAGIAN KETIGA
LINGKUNGAN
Pasal 14

(1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurah

an dengen wilayah ker ja tertentu, yang dalam pelaksa
naan tugasnya berada langsung dibawah dan bertang =
gung .‘!_awab kepada Kepala Kelurahan ;

(2) Lingkungan dipimpin o0lé¢h scoreng Kepala Lingkungan j
(3) Penetapan lingkurgan dan Wilayoh ker janya akan di -

atur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Dacrah.
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Pasal 15

Kepala lingkungan mempunyai tugas membontu melaksana
kan tugas-tugas operasionol Kepala Kelurahan dalam wila-
yah ker janya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Passl 15
Peraturan Daerah ini, Kepala Lingkurngan mempurysi fugas @

a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahsn dalam Wila
yah kerjonya §

~b. Melokukah pembinaan dalam rangks meningkatksn swsdaye
dan gotong royong masyarakat ;

c. Melakukan kegiatan penerangan tentang Progrom Femerin
teh kepada masyarakat ;

d. Membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoor
dinasiken kegiatan RT/RW di Wilayah kerjanya ;

« Melukukan t.t:gaa—tugas lain yang diberikan ocleh Xepcla
Kelurzhen. ;
BAGIAN KEEMPAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompdc jebatan fungsional mempunyai tugos melakse-
nakan sebagaimana tuges dan fungsi Kelurahan sesuai de -
ngen keghlian dan kal::ut.uhun.

Fuaal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimeksud Pa-
sal 17 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah t-
naga dalem Jenjong Jabaten fungeional yang terbagi da
Yam berbagai kelompok sesuai depgan bidang keahliannya
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(2) Setiap kelompok te-sebut pada-ayat (1) Pasal-ini-di -
pimpin oleh seorarg tenaga fungsional senior: 3ang Lo
ditunjuk oleh Kepala Kelurahan ; . ' - ., p g

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut peda ayat (1) Pa

sal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja ; '

(4) Jenis dan jenjang jebatan i’ungsmnal tersebut. pada
ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kelurahan Sekre
taris Kelurahan, Kepala Lirngkurgan dan Kepala Urusan me

laksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemermt.ahan
di Kelurahan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan .
Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawas

an melekat (WASKAT).

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam JLingkungan
Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan -
mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan
dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing -ma
sing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam llngkungﬁn
Pem&r:’mt.ah kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya

masing-mas sert
pada “mmi;g a menyampaikan laporan berkala tepat
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BAB V
KETENTUAN TLAIN - LAIN

Pasgl

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Organisasi Peme
rintah Kelurahan ber jumlah 5 (1lima) Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Muntilan, Kecamatan Myntilan

- Kelurahan Secang, Kecamatan Secang

- Kelurahan Sumberre jo, ‘Kecamatan Mertoyudan,
- Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid.

- Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid.

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepega -
waian akan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-un
dangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN FENUTUP

Pasal _24

Dergan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14 -
Tehun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerjas
Pemerintah Kelurahan'dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini -

akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah se
panjeng mengenai pelaksanaannya.
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Pasal 25

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku sejak tanggal di
tetapkan.

igar supaya setiap orang dapat mungatahuimrﬂ memerintah
pengundangan Perajuran Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage-

lﬂm -

Ditetapkan di : Kota Mungkid.
Pada tanggal : 18 Juni 19%L

D.P.R.D BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG
KETUA :
ttd ttd
SUGIHARDJO - " T BABB Y e
%

DISAHEKAN
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah '
mm@19%mmMrw%,Hm1%3h%ﬁWh ‘

An., SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH .,
Ymt. Kepala Biro Hukum

ttd

" DIAH_ANGGRAENI, SH.

.. NIP. 500 056 003.
Eabag. Hukum Daerah Bawahan . .

iy H

ML T e

[} s
il g
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Diundangkan Dal&m ﬂambaran Daerah
Kabupaten| Daerah 'Tirigkat I Magelang
Nomor 12 Tahun 199, _tanggal 17 September 1994
SBI'.'LE D ; Nomor 11
Se%rgtarls éilayah/ﬁaerah

L - t’ d
: .'P !
+ -m-s.' TJUK SUSILO
PEmb;Lnﬂ T:Lngkat I
.NIP,.010 057 05?'.
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PENJELASAN

PERATUIAN DAERAH KADBUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
- NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG
SUSUNAN CRGANISASI DAN TATA KERJA PEMENINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN DAERAH TINCGKAT II.-MAGELANG

FENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi
Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Magelang.

Sebagaimana diketahui bahwa Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Dz
erah Tingkat II Magelang semula diatur dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1L Ta
hun 1981, '

Dengan semakin berkembangnya pelaksanaan tuga pe-
nyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pem
binaan masyarakat, pembinaan administrasi, organisasi -
dan tata laksana serta guna meningkatkan pelayanan keps
pada seluruh Instansi dan masyarakat, agar didalam pe-
laksansannya dapat-berjaldf 'lancar, berdaya guna dan -
berhasil guna, maka dipandang perlu diadakan penyempur-
naan-penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14 Tahun 1981, tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan
di Wilayah Kabupaten Daerah Tingikat II Magelang dan me
nyusun kembali Pepaturan Daerah tersebut dengan berpe -
doman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Ta
hun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Ker ja Peme

rintah Kelurahan serta Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Mente
ri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991.

&
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Dergan ditetapkonnya Peraturan Daerah ini, maka

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage -~
lang Nomor L4 Taftin 1981 sudah tidak berlaku lagi.

II. FENJEL.OAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 2 ayat (1)

Pasal 2 ayat (2)
Pasal 3
Pasal 4
Pesal 5

Pesal 6
Pasal 7 ayat (1)
Pasal 7 ayat (2)

Pasal & s/d 13
Pasal 14 ayat (1)
Pasal 14 ayat (2)

Pasel 15 dan 16

-

-

Cukup jelas.

Camat adalah Camat yang membawahd
Kelurahan ysng bersargkutan.

Cukup Jjelas.
Cukup Jjelas.

: Cukup jelas.

LT

-

Penentuan Pola Minimal berdasar -
kan kreteria dan nilai skor atas
kriteria tersebut yang ditentukan
oleh Menteri Dalam Negeri.

C'llkup _jElﬂS‘-
Cukup jelas.

Sekretaris Kelurahan dahulu biass
disebut Carik. o

Cukup jelas.

Cukup Jelas. .
Kepala lingkungan dahulu disebut
Kebayan atau Kepala Dukuh,
Cukup Jelas,

Pasal l?i Neseee

Dipindai dengan CamScanner



Pasal -17

Fasal 1¢
Pasal 19

Pasal 23

Pasel 2L s/d 25

1
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Kelompok jabatan fungsional terdiri da
ri sejumlah tenaga ahli yang secara -~
operasional bertugas menangani kegiat-
an-kegiatan tertentu sesuai dengan ke
ahliannya pada Unit-unit kerja terten-
tu, yang dalam peloksanasnnya tidak -
bertanggung jawab pade Kaur yang ber--

tan_te i bert ab ke~
Bt Hepm bheR BRER e I

Cukup jelas.

Koordinasi oleh Kepala Kelurzhan ada-
lah Koordinasi dalam statusnya EKepzla
Kelurahan sebagai Kepala Wilayzah.

Jumlah 5 (lima) Kelurahan adalah yang
telah dibentuk serta disahkan Struktur
Organisasi dan Tata Kerjanya dengan Po
la Minimal oleh Menteri Dalam lNegeri.
Perubzhan dari keadaan tersebut perlu
diproses tersendiri dengan persetujuan
lienteri Dalam Negeri sesuai ketentuan-
yang berlaku. ’

Cukup Jjelas.
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BAGAN STRUKTUR CRGANISASI LAMPIRAN : FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

FEMERINTAH KELURAHAN TINGKAT 11 MAGELANG NCGICGR L TAHUN

_ DAN TATA KERJA FEMEIINTAH KELURAH
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